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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan 

kebijakan nasional yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2014-2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan 

Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD 

Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71); 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);  
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19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6); 

21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

dan 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA 

PROBOLINGGO TAHUN 2014-2019. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
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1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo 

untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2019. 

3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

4. Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah,  yang selanjutnya disingkat  RKPD  

adalah  dokumen  perencanaan  daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

6. Kota adalah Kota Probolinggo. 

7. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

8. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 

yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo. 

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

Penjabaran RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD 

dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan 

Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk periode 5 

tahun terhitung mulai tahun 2015-2019. 
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4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

OPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra 

OPD. 

 

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

OPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappedalitbang dalam 

menyusun Renstra OPD dan Renja OPD. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal 28 Juni 2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal 28 Juni 2018    

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 3 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 139 - 3/2018 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya,  

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014-2019 

 

I. UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah terjadi 

perubahan kebijakan nasional yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah 

Kota Probolinggo perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo akibat dari 

perubahan yang mendasar dimaksud.  

Ruang Lingkup perubahan RPJMD dimaksud meliputi penyesuaian 

penjabaran dari Visi Misi terhadap Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program 

Pembangunan Daerah, Program Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja 

Utama berdasarkan perubahan urusan pemerintah dan perangkat daerah, 

sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Cukup Jelas. 

Pasal II 

 Cukup Jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 32 

 


